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Abstrak

Latar Belakang: Saat ini, masih terbatasnya penelitian yang menganalisis kondisi
keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan model pengukuran yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menyelidiki dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah
daerah di Indonesia dan menyelidiki dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori dengan
mengambil data dari semua pemerintah provinsi di Indonesia dengan data laporan
keuangan yang digunakan mencakup lima tahun pelaporan (2018-2022). Analisis
data panel digunakan untuk menguiji hipotesis yang diajukan.

Hasil Penelitian: Temuan penelitian ini adalah bahwa hanya satu dimensi yang
memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu
dimensi fleksibilitas keuangan. Selain itu, terdapat dua dimensi yang memiliki
dampak negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari
dimensi solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas tingkat layanan. Kontribusi
praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan mengusulkan peninjauan kembali model pengukuran kondisi
keuangan pemerintah daerah.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah
daerah di negara berkembang dan pengukuran kondisi keuangan pemerintah
daerah menggunakan model pengukuran yang ditetapkan secara resmi oleh
kementerian dalam negeri masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian-penelitian
terdahulu lebih berfokus pada daerah tertentu saja. Penelitian ini menganalisis
kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan model
pengukuran yang secara resmi ditetapkan oleh kementerian dalam negeri,
sekaligus menguji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini
menggunakan populasi pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan
menggunakan data keuangan lima periode pelaporan.

Kata kunci: kesejahteraan masyarakat; kondisi keuangan; pemerintah daerah

Pendahuluan

Kesejahteraan Masyarakat berkaitan dengan mutu kondisi kehidupan yang
diharapkan masyarakat dalam kehidupan bernegara (Amendola & Vecchi,
2022). Kesejahteraan masyarakat sangat relevan dengan pembangunan
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manusia karena berpotensi memperoleh manfaat dari penerimaan barang dan jasa yang
disediakan oleh negara (Howell & Sotomayor, 2023). Pada negara berkembang dengan
sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, kondisi kehidupan di suatu daerah sangat
bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar dan
fasilitas bagi penduduknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan
kepuasan hidup (Dung Tran & Dollery, 2023; Ritonga & Buanaputra, 2022). Hal tersebut
dapat tercapai apabila pemerintah daerah dapat segera memenuhi seluruh kewajiban
keuangannya tanpa mengabaikan mutu pelayanan dalam fungsi pelayanan publik
(Nirwana dkk., 2023). Kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam
melaksanakan fungsi pelayanan publik mencerminkan kondisi keuangan pemerintah
daerah. Dengan demikian, kesejahteraan umum masyarakat di suatu daerah
kemungkinan besar akan bergantung pada kondisi keuangan pemerintah daerah.

Kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama dalam unit-unit
pembangunan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Czupich,
2020). Kondisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah
dalam mengelola daerahnya. Hasil analisis kondisi keuangan pemerintah daerah
diperlukan untuk mengatasi kompleksitas laporan keuangan pemerintah daerah yang
kurang efektif sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat luas (Ritonga, 2024).
Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam berdasarkan Prinsip Akuntansi
Berterima Umum (PABU), Akan tetapi butuh keilmuan khusus untuk menganalisis
berbagai informasi yang terkandung didalamnya. Sebagai contoh, dalam laporan posisi
keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 terdapat akun kas di
kas daerah senilai Rp. 6.370.414.210.348,85. Masyarakat umum mungkin akan melihat
sebagai nilai tersebut sebagai nilai yang membanggakan karena pemerintah daerah
tersebut memiliki kas di kas daerah yang sangat besar. Hasil analisis kondisi keuangan
pemerintah daerah justru mengungkapkan makna yang sebaliknya. Salah satu contoh
praktisnya ialah hasil pengukuran solvabilitas jangka pendek Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2022 menunjukkan nilai 5,84. Nilai 5,84 tersebut mengandung makna bahwa
pengelolaan kas di kas daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 kurang
efektif karena nilai kas dan setara kas pemerintah daerah tersebut sebanyak hampir 6 kali
dari kewajiban lancarnya. Seharusnya nilai kas di kas daerah tidak dibiarkan menumpuk
dan lebih efektif jika digunakan untuk memaksimalkan pelayanan publik agar mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Beberapa hasil penelitian tentang kondisi keuangan pemerintah daerah di negara-negara
maju dalam lima tahun terakhir sebagai berikut. Pertama, Kondisi keuangan pemerintah
daerah berkorelasi positif signifikan terhadap indeks kebebasan ekonomi untuk kota-kota
di Tennessee (Cochran & Childs, 2023). Kedua, Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah pada
kota-kota besar di Polandia cenderung memiliki kemandirian keuangan yang baik dan
membutuhkan investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur dibanding pada segi
teknis dan sosial (Czupich, 2020). Ketiga, solvabilitas anggaran terbukti berpengaruh
sigifikan terhadap kondisi keuangan kota-kota kecil di Minas Gerais (Ferreira dkk., 2024).
Keempat, berdasarkan hasil penelitian pada kota-kota madya di Polandia dan Portugal
dapat dinyatakan bahwa kondisi keuangan sangat bervariasi tergantung ukuran kota
madya, sehingga sulit untuk merumuskan kesimpulan mengenai hubungan antara aturan
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fiskal dan kondisi keuangan kota madya (Malinowska-Misigg, 2023). Kelima, kondisi
keuangan pemerintah daerah bergantung pada tekanan fiskal yang diberlakukan oleh
pemerintah negara bagian (Park dkk., 2022). Keenam, di Amerika Serikat, membayar
pihak ketiga untuk menjalankan layanan publik dapat meningkatkan kondisi keuangan
daerah terutama pada solvabilitas anggaran dan jangka panjang meskipun efektivitasnya
bergantung pada tingkat penerapan layanan yang diserahkan ke pihak ketiga . Ketujuh,
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Korea Selatan dapat
mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah (Shin & Kang, 2024). Kedelapan,
lokasi geografis, pendapatan, pengeluaran, dan manajemen utang mempengaruhi kondisi
keuangan daerah dan menentukan kemajuan daerah di Polandia (Skica dkk., 2020).
Kesembilan, kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah metropolitan Mexico
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik (Trejo-Nieto, 2021). Begitu halnya
kondisi keuangan di Tiongkok berhubungan kuat dengan kondisi sosial ekonomi di
masing-masing daerahnya (Zhang dkk., 2024).

Di Indonesia, Beberapa hasil penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah
ialah sebagai berikut. Pertama, Kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan kemiskinan (Habbe, 2021).
Kedua, Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah
pusat (Nirwana dkk., 2023). Ketiga, Pengelompokkan pemerintah daerah di Indonesia
kedalam beberapa kluster dapat meningkatkan efektivitas analisis kondisi keuangan
(Ritonga, 2024). Kelima, Kapasitas operasional, fleksibilitas keuangan, dan komitmen
menjaga pelayanan pblik dapat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah
yang sehat di Indonesia (Ritonga & Buanaputra, 2022).

Sebagian besar literatur tentang pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah
mengkaji kondisi keuangan pemerintah daerah dalam konteks negara maju. Akan tetapi,
pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah di negara maju berbeda dengan negara
berkembang. Hal ini disebabkan pemerintah daerah di negara berkembang sudah
memiliki kemandirian finansial sehingga terhindar dari kesulitan keuangan (Alam dkk.,
2017). Sebaliknya, pemerintah daerah di negara berkembang cenderung lebih
mengutamakan transfer pendapatan dari pemerintah pusat dan kurang otonom (Chauvin
dkk., 2017).

Sepanjang penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang
mengkaji kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan Model
pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Habbe (2021)
menyatakan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh
kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran
tersebut dinilai memiliki kelemahan dalam hal karakteristik sampel. Kuantitas sampel yang
digunakan dalam penelitian tersebut ialah 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Seharusnya, sampel yang digunakan didasarkan pada kesamaan karakteristik pemerintah
daerah melalui mekanisme klasterisasi. Klasterisasi yang paling sederhana dalam hal ini
ialah tidak mencampurkan pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota dalam satu
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klaster yang sama (Ritonga, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Nirwana dkk. (2023)
yang difokuskan pada Kabupaten Enrekang dan tidak mengacu pada Model Pengukuran
yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah
belum ada penelitian yang menggunakan model pengukuran kondisi keuangan yang tepat
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sampel representatif
pemerintah daerah di Indonesia untuk menguji dampak kondisi keuangan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah, apakah
kondisi keuangan pemerintah daerah berdampak pada kesejahteraan masyarakat?
Urgensi penelitian ini setidaknya terbagi menjadi dua bagian yang dinilai dari beberapa
sudut pandang. Pertama, penelitian yang mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah
dengan menggunakan model pengukuran yang relevan sangatlah penting. Kedua,
kesejahteraan masyarakat kemungkinan besar bergantung pada kondisi keuangan
pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang
menyelidiki dampak kondisi keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah
daerah di Indonesia dan menyelidiki dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur terkait pengukuran kondisi
keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan mengusulkan peninjauan kembali model pengukuran kondisi keuangan
pemerintah daerah.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis
Teori Permintaan dan Penawaran

Kondisi keuangan pemerintah daerah telah dijelaskan dengan kerangka permintaan dan
penawaran. Teori ini permintaan dan penawaran menjelaskan kondisi keuangan apabila
barang dan jasa yang digunakan pemerintah dalam keadaan normal. Sifat permintaan
barang dan jasa adalah elastis, sehingga masyarakat akan memilih barang dan jasa yang
disediakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik (Ritonga dkk.,
2019).

Teori permintaan dan penawaran adalah model fundamental dalam ekonomi yang
menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan melalui interaksi
antara keinginan konsumen (permintaan) dan kemampuan produsen (penawaran). Dalam
pasar yang kompetitif, harga suatu barang akan menyesuaikan hingga tercapai titik
keseimbangan, yaitu saat jumlah yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang
ditawarkan produsen (Moberly, 2014; Nelson, 2013).
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Elastisitas permintaan dan penawaran mengukur seberapa sensitif jumlah yang diminta
atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Jika permintaan elastis, perubahan harga
kecil akan menyebabkan perubahan besar pada jumlah yang diminta. Faktor utama yang
memengaruhi elastisitas adalah ketersediaan barang substitusi dan proporsi pendapatan
yang digunakan untuk membeli barang tersebut (Dela Cruz dkk., 2023).

Teori permintaan dan penawaran tidak hanya digunakan untuk menentukan harga barang
konsumsi, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi,
dan kebijakan publik. Pemahaman elastisitas sangat penting bagi perusahaan dan
pembuat kebijakan dalam merancang strategi harga, memprediksi perilaku konsumen,
dan merumuskan kebijakan ekonomi (Dela Cruz dkk., 2023; Zhuo dkk., 2024).

Teori permintaan dan penawaran sangat relevan dalam memahami kondisi keuangan
pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan
utang daerah. Interaksi antara permintaan (kebutuhan masyarakat dan belanja
pemerintah) dan penawaran (sumber pendapatan, kredit, dan transfer) memengaruhi
stabilitas serta kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dari sisi permintaan, Kebutuhan
masyarakat akan layanan publik dan infrastruktur mendorong pemerintah daerah
meningkatkan belanja dan, jika perlu, mencari pembiayaan tambahan seperti utang (Geng
& Qian, 2024; Peng & Yi, 2024). Dari sisi penawaran, Sumber pendapatan (pajak, retribusi,
transfer pusat) dan ketersediaan kredit dari bank atau pasar keuangan menentukan
kemampuan pemerintah daerah memenuhi permintaan tersebut (Taylor dkk., 2021).
Oleh karena itu, Ketidakseimbangan antara permintaan (belanja) dan penawaran
(pendapatan/kredit) dapat menyebabkan defisit anggaran atau peningkatan utang
daerah (Wen dkk., 2024; Westerlund dkk., 2011).

Studi di China menunjukkan ekspansi utang pemerintah daerah lebih banyak didorong
oleh sisi penawaran (ketersediaan kredit dan kebutuhan investasi) daripada sisi
permintaan, kecuali di wilayah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat mengancam
stabilitas fiskal jika tidak dikelola dengan baik (Geng & Qian, 2024; Wen dkk., 2024).
Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan baik cenderung lebih responsif terhadap
permintaan masyarakat, sedangkan daerah dengan kondisi fiskal lemah lebih bergantung
pada sisi penawaran, seperti insentif atau ketersediaan dana dari luar (Peng & Yi, 2024;
Taylor dkk., 2021). Pengurangan transfer dari pemerintah pusat mendorong daerah
mencari sumber pendapatan baru atau inovasi pasar, namun daerah miskin lebih rentan
terhadap penurunan layanan publik (Taylor dkk., 2021).

Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam
memenuhi kewajiban keuangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya (Nirwana dkk., 2023). Masih
banyak definisi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dari para peneliti
terdahulu. Definisi kondisi keuangan pemerintah daerah yang paling banyak diterima
adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya tepat
waktu dan kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan. (Dung Tran & Dollery,
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2023; Ritonga & Buanaputra, 2022).Pengukuran kondisi keuangan pemerintah mengacu
pada pengukuran kesehatan fiskal pemerintah (Gorina, 2023; Singla & Stone, 2018).
Kesehatan fiskal pemerintah daerah dapat membantu dalam menentukan perencanaan
dan penganggaran, serta rencana aksi yang realistis bagi kesejahteraan warga negara
(Mamun & Chowdhury, 2022).

Kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan manusia. Pembangunan
manusia diukur menggunakan indeks komposit yang sering disebut indeks pembangunan
manusia dan dirancang untuk mengukur kesejahteraan manusia (Mirahmadizadeh dkk.,
2022; Morse, 2023). Indeks Pembangunan Manusia juga dinyatakan sebagai pengukuran
kesejahteraan operasional oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa,
yang diterbitkan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (Habbe, 2021).
Konsep indeks pembangunan manusia mengukur tiga aspek penting, yaitu menjalani
hidup panjang dan sehat, memiliki pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak
(Liu dkk., 2023; Tripathi, 2021; Yin dkk., 2023).

Pengaruh Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara universal, tujuan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan adalah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Dung Tran & Dollery, 2023; Ritonga &
Buanaputra, 2022). Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah dapat
menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemampuan
pemerintah dalam memenuhi pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh
masyarakatnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga &
Buanaputra, 2022). Semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah, maka akan
semakin mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi
kebutuhan masyarakat. Semakin baik dan banyak pelayanan dan fasilitas yang diberikan
pemerintah kepada masyarakatnya, maka akan semakin meningkat pula kualitas hidup
masyarakat dalam hal umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta taraf hidup. Pada
gilirannya, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Berdasarkan argumen di atas,
hipotesis utama diajukan sebagai berikut:

H,: Terdapat Pengaruh kondisi keuangan pemerintah daerah pada kesejahteraan
masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Jangka Pendek terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Jangka Pendek merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi
kewajiban lancar yang jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. Solvabilitas Jangka
Pendek juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kas dan
setara kas. Namun, nilai solvabilitas jangka pendek yang tinggi tidak selalu menunjukkan
kondisi yang baik, karena dapat mengindikasikan adanya penumpukan kas yang tidak
dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. (Ministry of
Home Affairs, 2020; Nirwana dkk., 2023). Kas dan setara kas yang berlebihan akan lebih
bermanfaat apabila digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
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kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai Solvabilitas Jangka Pendek maka
semakin banyak kas yang disimpan dan tidak digunakan untuk pelayanan yang pada
akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Fluktuasi keuangan jangka pendek
meningkatkan depresi, kecemasan, dan menurunkan kesejahteraan psikologis (Nettle
dkk., 2025). Tekanan solvabilitas jangka pendek menurunkan investasi jangka panjang dan
kesejahteraan sosial (Smulowitz dkk., 2023). Selain dua temuan itu, keterbatasan
likuiditas jangka pendek berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan pekerja
(Giupponi & Landais, 2023). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H.i: Solvabilitas Jangka Pendek berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan
Masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Jangka Panjang terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam
memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas Jangka Panjang mencerminkan
keberlanjutan pemerintah daerah karena dari sudut pandang akuntansi, kewajiban jangka
panjang hanya dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah memiliki aset yang cukup yang
dibiayai dari sumber daya yang dimilikinya (Nirwana dkk., 2023; Ministri of Home Affairs,
2020). Namun, semakin besar nilai Solvabilitas Jangka Panjang mencerminkan semakin
besar pula kemampuan aset yang dimiliki pemerintah daerah dalam membayar kewajiban
jangka panjangnya. Dengan demikian, semakin besar nilai Solvabilitas jangka panjang,
maka pemerintah dapat secara berkelanjutan memberikan pelayanan yang optimal dan
fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil temuan
yang menyatakan bahwa Solvabilitas jangka panjang yang tinggi mencerminkan
kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka panjang, yang mendukung
peningkatan layanan publik dan fasilitas masyarakat secara berkelanjutan (Ritonga I,
2012). Dimensi solvabilitas jangka panjang menjadi indikator utama kesehatan keuangan
daerah, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik
(Ritonga, 2014b). Tingkat solvabilitas jangka panjang yang lebih tinggi berkorelasi dengan
kemampuan pemerintah daerah mempertahankan struktur fiskal sehat dan memenuhi
kewajiban layanan publik (X. Wang & Cheng, 2023). Solvabilitas jangka panjang diperlukan
agar pemerintah dapat terus mengakses kredit dan menjaga keberlanjutan pelayanan
publik (Oksanen, 2020). Dengan mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas bagi
masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis
yang diajukan adalah sebagai berikut:

H.2: Solvabilitas Jangka Panjang berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan
Masyarakat.
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Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kemandirian Keuangan menunjukkan kekebalan pemerintah daerah terhadap sumber
pendanaan di luar kendalinya, baik dalam maupun luar negeri (Nirwana dkk., 2023;
Ministry of Home Affairs, 2020). Semakin tinggi nilai kemandirian keuangan, semakin
tinggi kemandirian keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai
Kemandirian Keuangan, semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk menyediakan
layanan dan fasilitas bagi masyarakatnya, yang pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya
yang menyatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali (Gunarta & Utama, 2022).
Kemandirian keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap
kesejahteraan masyarakat, diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Khairudin dkk.,
2018). Kemandirian keuangan daerah berdampak positif dan signifikan pada
kesejahteraan masyarakat (Arief dkk., 2018). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan
ialah sebagai berikut.

H.3: Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Fleksibilitas Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Fleksibilitas Keuangan merupakan kondisi di mana pemerintah daerah dapat
meningkatkan kemampuan keuangannya sebagai respons terhadap peningkatan
komitmen melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (Nirwana
dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Ketika pemerintah daerah menunjukkan
peningkatan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang
diberikan kepada masyarakatnya, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan
kemampuan keuangannya untuk memenuhi komitmen tersebut. Semakin baik
fleksibilitas keuangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula
komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa
Fleksibilitas keuangan yang optimal meningkatkan kinerja berkelanjutan, yang
berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi (Sheng & An, 2024). Fleksibilitas
keuangan juga memampukan organisasi mengoptimalkan sumber daya dan
meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan (An dkk., 2025). Selain itu, temuan
lain juga menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan membantu organisasi beradaptasi dan
berinovasi, mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang (Hao dkk.,
2022). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut.

H.4: Fleksibilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
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Pengaruh Solvabilitas Operasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Operasional menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya operasional pemerintah dalam satu
periode anggaran (Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Solvabilitas
operasional diukur dengan menggunakan total pendapatan dikurangi dana alokasi khusus
dibagi dengan total biaya operasional. Semakin tinggi pendapatan yang dapat
dikumpulkan pemerintah daerah untuk mendanai beban operasional pemerintah, maka
semakin meningkat pula kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan
jasa yang digunakan untuk pelayanan. Peningkatan ini cenderung meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pernyataan diini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang
menyatakan bahwa di Uganda, pendapatan pemerintah daerah menunjukkan korelasi
positif yang signifikan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, di mana
peningkatan pendapatan lokal mampu menjelaskan 62,4% variasi kesejahteraan
masyarakat (Kadili & Gideon, 2023). Selain itu terdapat hubungan yang sangat kuat antara
efektivitas pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah, dan peningkatan IPM,
yang menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk
kesejahteraan masyarakat (Hardana & Nasution, 2022). Selain itu, temuan lain
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan
terhadap HDI dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bakorwil 1 Madiun, Jawa Timur.
Pertumbuhan ekonomi juga memediasi pengaruh positif PAD terhadap kesejahteraan
masyarakat, menandakan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan
kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Wibisono dkk., 2024).
Dengan demikian, hipotesis berikutnya yang diajukan ialah sebagai berikut:

H,s: Solvabilitas operasional berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Layanan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan
dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat
(Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Solvabilitas Layanan sering diukur
dengan menggunakan total aset tetap dibagi jumlah penduduk. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas aset tetap berarti setiap individu di lingkungan pemerintah daerah
mendapatkan alokasi pelayanan yang semakin optimal. Pelayanan yang optimal dari
pemerintah daerah akan meningkatkan kesejahteraan. Pernyataan ini didukung dengan
hasil penelitian bahwa solvabilitas anggaran dan layanan terkait erat dengan kemampuan
pemerintah daerah memenuhi permintaan layanan publik, yang mendukung pengelolaan
keuangan sehat untuk kesejahteraan masyarakat (Bisogno dkk., 2019). Solvabilitas
layanan (service solvency) pemerintah daerah juga terbukti berpengaruh negatif
signifikan terhadap financial distress, yang berarti semakin baik solvabilitas layanan,
semakin baik pula kondisi keuangan dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Selain itu, Solvabilitas layanan berpengaruh positif
terhadap peluang terpilihnya kembali pejabat daerah, menandakan pentingnya
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solvabilitas dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat (Cuadrado-Ballesteros dkk.,
2019a). Dengan demikian, hipotesis berikutnya yang diusulkan ialah sebagai berikut.

H,.s: Solvabilitas Layanan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang menjelaskan kedudukan variabel
yang diteliti dan pengaruh kausalitas antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.
(Farmer & Farmer, 2021; Jones & Goldring, 2021) Data yang dipilih dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi

Tabel 1 Sampel

1  Provinsi Aceh v v v v v
2 Provinsi Sumatera Utara Vv v Vv v v
3 Provinsi Sumatera Barat v v v v v
4 Provinsi Riau Vv v Vv v v
5  Provinsi Jambi Vv v v v v
6  Provinsi Sumatera Selatan Vv v Vv ' '
7  Provinsi Bengkulu v v v v v
8  Provinsi Lampung Vv v Vv v v
9  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung v v v v \'
10 Provinsi Kepulauan Riau v v v v v
11  Provinsi DKI Jakarta v V Vv V v
12 Provinsi Jawa Barat Vv v Vv ' '
13 ProvinsiJawa Tengah v v v v v
14  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ' v ' v v
15 Provinsi Jawa Timur Vv V Vv v v
16  Provinsi Banten v v Vv v v
17 Provinsi Bali Vv v v V v
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat v v v v \
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Vv V Vv v v
20  Provinsi Kalimantan Barat Vv V Vv v v
21  Provinsi Kalimantan Tengah v v v v '
22 Provinsi Kalimantan Utara Vv v Vv v v
23 Provinsi Kalimantan Selatan v V Vv V v
24 Provinsi Kalimantan Timur Vv v Vv v v
25  Provinsi Sulawesi Utara v v v v v
26  Provinsi Sulawesi Tengah v v ' v v
27  Provinsi Sulawesi Selatan v v v v \'
28  Provinsi Sulawesi Tenggara v \ v v '
29 Provinsi Gorontalo v v v v v
30 Provinsi Sulawesi Barat v v Vv v \'
31 Provinsi Maluku v v v v v
32  Provinsi Maluku Utara v v ' v v
33  Provinsi Papua Vv V Vv v v
34  Provinsi Papua Barat Vv v Vv v v

Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2025 | 447



Teguh, Indrawan, Puspasari, Tribuana & Sumiati
Analisis Dampak Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

di Indonesia yang berjumlah 34 pemerintah daerah per Desember 2024. Sampel
ditentukan dengan menetapkan kriteria khusus yaitu pemerintah daerah provinsi yang
telah memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) selama lima tahun terakhir dan lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2018
sampai dengan tahun 2022. Tabel 1 merupakan hasil pemilihan sampel yang telah
dilakukan berdasarkan kriteria tersebut.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber. Pertama,
data yang digunakan untuk mengukur variabel kesejahteraan masyarakat adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Pusat
Statistik (BPS) masing-masing provinsi di Indonesia. Kedua, data yang digunakan untuk
mengukur dimensi kondisi keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Keuangan yang
telah diaudit (kecuali data kependudukan untuk salah satu indikator). Data ini diperoleh
dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama: bagian
pertama menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah, dan bagian kedua
menganalisis dampak kondisi keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan
masyarakat. Tahap pertama diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan klaster rujukan
dalam hal ini menggunakan pemerintah provinsi seluruh Indonesia tahun anggaran 2018-
2022 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. (2) Tabulasi data yang memuat informasi
dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit. Data tersebut sesuai
dengan indikator dan dimensi yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan,
ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Operasional

1 Kesejahteraan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2 Solvabilitas Jangka Pendek (Cash and cash equivalen + short term investation)
short term liability
3 Solvabilitas Jangka Panjang Total fixed assets
Long term liability
4 Kemandirian Keuangan Total own sourch revenue
Total Revenue
5 Fleksibilitas Keuangan (Total Revenue — special allocation funds)

(Total liability + Employee Spending
6 Solvabilitas Operasional (Total Revenue LO — Special Allocations Funds LO)

Total Expences LO
7 Solvabilitas Layanan Total Fixed Assets
Total Populations

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2020

Menghitung masing-masing indikator kondisi keuangan, dalam hal ini perlu diperhatikan
bahwa satuan yang dihasilkan oleh masing-masing indikator tidaklah sama; misalnya, hasil
pengukuran indikator solvabilitas jangka pendek menghasilkan satuan kali, sedangkan
hasil pengukuran indikator solvabilitas tingkat layanan menghasilkan satuan rupiah per
kapita.
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Transformasi data untuk menghitung indikator solvabilitas jangka panjang, transformasi
data diperlukan karena hasil perhitungan solvabilitas jangka panjang untuk setiap daerah
sering kali menghasilkan nilai yang sangat berbeda pada tahun tertentu. Misalnya, di satu
sisi, pada hasil perhitungan solvabilitas jangka panjang untuk pemerintah daerah yang
tidak memiliki kewajiban jangka panjang pada tahun tersebut, penyebut yang digunakan
adalah satu sehingga hasilnya dapat ditentukan. Dengan demikian, hasilnya adalah nilai
aset tetap itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban jangka panjang pada
tahun itu dan hasil perhitungannya adalah waktu. Dengan demikian, kami menggunakan
logaritma natural untuk mengubah data.

Menghitung indeks indikator untuk menghasilkan nilai tinggi 1 dan nilai rendah 0, dalam
acuan yang kita gunakan, satu dimensi menggunakan satu indikator, sehingga nilai setiap
indeks indikator mewakili indeks dimensi. Hal ini juga dilakukan untuk menstandardisasi
data nilai IPM. Hal ini meminimalkan kesenjangan nilai antara indeks dimensi pengukuran
kondisi keuangan pemerintah daerah dengan IPM. Telah terbukti bahwa proses ini tidak
mengubah esensi data atau memengaruhi hasil. Proses ini menggunakan rumus berikut:

actual value — minimum value

Indicator Index = - —
(maximum value — minimum value)

Ukur indeks kondisi keuangan dengan rumus berikut:

total dimention index

Fi ial Condition Index =
thanciatLondition fhdex (number of dimensions)

Kemudian untuk analisis data panel antara masing-masing indeks dimensi pengukuran
kondisi keuangan dengan IPM menggunakan Eviews-13.
Hasil dan Pembahasan
Hasil Estimasi Model
Hasil estimasi model pada Eviews-13 dilakukan mulai dengan mengestimasi Common

Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dengan
hasil disajikan dalam Tabel 3.
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Tabel 3 Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)

C 0,466656

IFK -0,210697

IIKK 0,169611

1ISJIPDK 0,026307

IISPJG -0,052057

IISL 0,026805

11ISO 0,008611
R-squared 0,296856
Adjusted R-squared 0,270974
S.E. of regression 0,154896
Sum squared resid 3,910823
Log likelihood 79,40475
F-statistic 11,46933
Prob(F-statistic) 0,000000

0,030856
0,070854
0,044951
0,070261
0,027611
0,074415
0,046301

15,12379
-2,973664
4,117755
0,883607
-1,923784
4,851969
0,185982
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter
Durbin-Watson stat

0,0000
0,0034
0,0001
0,3782
0,3570
0,0000
0,8527
0,514470
0,181413
-0,851821
-0,722699
-0,799425
0,255485

Selanjutnya untuk hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

C 0,540807 0,015345 35,24426 0,0000
IFK 0,070153 0,017053 4,113764 0,0001
1IKK 0,002969 0,009467 0,313662 0,7543
1ISJPDK 0,006178 0,015555 0,397147 0,6919
1ISPJG -0,002369 0,006909 -3,382544 0,0009
1ISL -0,433658 0,153518 -2,824805 0,0055
11ISO -0,009698 0,008011 -1,210508 0,2283
Effect Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0,985774 Mean dependent var 0,514470
Adjusted R-squared 0,981506 S.D. dependent var 0,181413
S.E. of regression 0,024671 Akaike info criterion -4,364073
Sum squared resid 0,079124 Schwarz criterion -3,626238
Log likelihood 410,9462 Hannan-Quinn criter. -4,064668
F-statistic 230,9787 Durbin-Watson stat 1,430197
Prob(F-statistic) 0,000000

Lebih lanjut, pada Tabel 5 akan menunjukkan hasil estimasi random effect model (REM).

Tabel 5 Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

C 0,503376 0,027212 18,49865 0,0000
IIFK 0,068291 0,016931 4,033504 0,0001
IIKK 0,007281 0,009424 0,772634 0,4409
1ISIPDK 0,000620 0,015456 0,040101 0,9681
IISPJG -0,019325 0,006470 -2,846160 0,0050
IISL 0,005915 0,106470 0,055553 0,9558
11ISO -0,008362 0,008000 -1,045259 0,2975
Effect Satisfaction
S.D. Rho
Cross-section random 0,142765 0,9710
Idiosyncratic random 0,024671 0,0290
Weighted Statistics
R-squared 0,118589 Mean dependent var 0,039641
Adjusted R-squared 0,086145 S.D. dependent var 0,028101
S.E. of regression 0,026863 Sum squared resid 0,117625
F-statistic 3,655143 Durbin-Watson stat 0,926962
Prob(F-statistic) 0,001973
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Hasil Uji Perbandingan Model

Berdasarkan hasil estimasi ketiga model tersebul, selanjutnya dilakukan perbandingan
model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, kami melakukan uji
Chow untuk membandingan model CEM dan model FEM. Kedua, kami melakukan uiji
Hausman untuk membandingan model FEM dan model REM. Ketiga, kami melakukan uji
LM untuk membandingkan model CEM dan model REM. Hasil ketiga uji perbandingan
model tersebut disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji Perbandingan Model

Correlated Random Effects — Hausman Test

Equation: Untitled

Test Cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statisctic Chi-Sq. d.f Prob.
Cross-section random 36,256708 6 0,0000

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Unititled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 190,771179 (33,130) 0,0000
Cross-section Chi-square 663,082846 33 0,0000
Time Hypothesis
Cross-section Time Both
Breusch-Pagan 230,3679 9,499602 239,8675
(0,0000) (0,0021) (0,0000)

Berdasarkan hasil uji Chow, nilai Probabilitas pada Cross-section F sebesar < 0,05 maka
model yang lebih baik dalam hal ini ialah model FEM dibanding model CEM. Berdasarkan
hasil uji Hausman, nilai Probabilitas pada Cross-section random sebesar < 0,05 maka
model yang lebih baik dalam hal ini ialah model FEM dibanding model REM. Selain itu,
berdasarkan hasil uji LM, nilai Breusch-Pagan < 0,05 maka model yang lebih baik dalam
hal ini ialah model REM dibanding model CEM (Baltagi, 2005). Tabel 7 menunjukkan
summary uji perbandingan model yang telah dilakukan

Tabel 7 Summary Uji Perbandingan Model

Chow v FEM
Housman \' FEM
LM Vv REM

Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil uji perbandingan model, model FEM terbukti lebih baik digunakan

dalam penelitian ini. Model FEM tidak memerlukan prasyarat uji normalitas dalam uiji
asumsi klasik. Model FEM hanya membutuhkan uji Heteroskedastisitas dan uji
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Multikolinearitas sehubungan dengan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini

lebih dari satu (Baltagi, 2005). Hasil uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas
tersebut disajikan dalam Tabel 8 dan gambar 1.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

IIFK 1,000000 -0,198907 0,601236 0,101028 0,030526  0,144175
IIKK -0,198907  1,000000 -0,164807 0,095531 0,145440 0,055991
IISJIPDK 0,601236 -0,164807 1,000000 0,089606 0,070493  0,128065
IISJIPIG 0,101028 0,095531 0,089606 1,000000 -0,192498 0,001550
IISL 0,030526  0,145440 0,070493 -0,192498 1,000000 0,134271
11SO 0,144175 0,055991 0,128065 0,001550 0,134271  1,000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai <0,85 sehingga seluruh variabel
bebas dalam penelitian ini tidak terkena multikolinearitas (Baltagi, 2005).
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Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 1 menunjukkan bahwa nilainya ialah <500 dan
>-500 sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Baltagi, 2005).
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Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis kami sajikan dalam Tabel 9. Sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis

C 0,540807 0,015345 35,24426 0,0000
Fleksibilitas Keuangan 0,070153 0,017053 4,113764 0,0001
Kemandirian Keuangan 0,002969 0,009467 0,313662 0,7543
Solvabilitas Jangka Pendek 0,006178 0,015555 0,397147 0,6919
Solvabilitas Jangka Panjang -0,023369 0,006909 -3,382544 0,0009
Solvabilitas Layanan -0,433658 0,153518 -2,824805 0,0055
Solvabilitas Operasional -0,009698 0,008011 -1,210508 0,2283
Cross-section fixed (dummy variables)

R-Squared 0,985774 Mean dependent var 0,514470
Adjusted R-Squared 0,981506 S.D. dependent var 0,181413
S.E. of regression 0,024671 Akaike info croterion -4,364073
Sum squared resid 0,079124 Schwaerz criterion -3,626238
Log likelihood 410,9462 Hannan-Quinn criter -4,064668
F-statistic 230,9787 Durbin-Watson stat 1,430197
Prob (F-statistic) 0,000000

Berdasarkan data pada Tabel 9, Variabel fleksibilitas keuangan menunjukkan koefisien
sebesar 0,070153 dengan nilai t-statistik 4,113764 dan p-value 0,0001, yang berarti
variabel ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan
masyarakat. Nilai t-statistik yang tinggi serta p-value yang jauh di bawah 0,05
menunjukkan bahwa peningkatan fleksibilitas keuangan secara nyata mampu mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Variabel kemandirian keuangan dengan koefisien yang dihasilkan 0,002969 dan t-statistik
0,313662, serta p-value sebesar 0,7543 mencerminkan pengaruh kemandirian keuangan
terhadap kesejahteraan masyarakat tidak signifikan secara statistik, meskipun arah
koefisiennya positif. Selain itu, variabel solvabilitas jangka pendek memiliki koefisien
sebesar 0,006178 dengan t-statistik 0,397147 dan p-value 0,6919 menunjukkan bahwa
pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak signifikan. Adapun variabel
solvabilitas jangka panjang memiliki koefisien -0,023369 dengan t-statistik -3,382544 dan
p-value 0,0009, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat

Selanjutnya, variabel solvabilitas layanan menunjukkan koefisien negatif sebesar -
0,433658 dengan t-statistik -2,824805 dan p-value 0,0055. Nilai ini menandakan bahwa
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan
masyarakat. Sementara itu, variabel solvabilitas operasional memiliki koefisien sebesar -
0,009698 dengan nilai t-statistik -1,210508 dan p-value sebesar 0,2283. Hasil ini
menunjukkan bahwa pengaruh solvabilitas operasional terhadap kesejahteraan
masyarakat bersifat negatif namun tidak signifikan secara statistik.
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Selain itu, konstanta model atau variabel C (intersep) memiliki nilai koefisien sebesar
0,540807 dengan t-statistik yang sangat tinggi yaitu 35,24426 dan probabilitas 0,0000,
menandakan bahwa nilai konstanta dalam model sangat signifikan. Ini berarti bahwa
ketika semua variabel independen bernilai nol, nilai dasar dari variabel dependen masih
cukup tinggi dan stabil. Signifikansi konstanta ini juga menunjukkan bahwa model
memiliki baseline yang kuat dalam menjelaskan variabilitas kesejahteraan masyarakat.

Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,981506 dalam konteks model Fixed Effects ini memiliki
arti bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat kuat dan efisien terhadap variasi
variasi variable dependen.Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 98,15% variasi dari
variabel dependen dalam model dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen.
Angka ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model sangat
rendah dan sebagian besar fluktuasi variabel dependen berhasil dijelaskan oleh kombinasi
variabel independen yang digunakan dalam model ini. Nilai Adjusted R-Squared dalam
model ini mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi
dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sekaligus memastikan bahwa tidak ada
banyak variabel bebas yang bersifat tidak relevan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa
model regresi panel Fixed Effects yang digunakan sangat tepat secara statistik dan
ekonometrika (Baltagi, 2005; Gujarati & Porter, 2009).

Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Hasil pengukuran indeks kondisi keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini
ditunjuukan pada Tabel 10. Berdasarkan data indeks kondisi keuangan pemerintah daerah
tahun 2018-2022, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antarprovinsi.
Beberapa provinsi menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dan tinggi, seperti
DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.l. Yogyakarta, serta Papua, yang secara konsisten mencatat
nilai di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia,
seperti Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo,
cenderung memiliki nilai rendah dan fluktuatif, menandakan tantangan serius dalam
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat provinsi dengan perubahan yang
sangat tajam dari tahun ke tahun, misalnya Jawa Barat dan Sumatera Utara, yang sempat
mengalami penurunan signifikan. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa kapasitas
pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih belum merata, dengan kecenderungan
provinsi di Jawa dan beberapa wilayah besar lainnya lebih unggul dibandingkan provinsi
di kawasan timur.
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Tabel 10 Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018-2022

Provinsi Aceh 7,17 9,12 13,83 14.02 11,67
Provinsi Sumatera Utara 9,77 10,01 7,89 3,53 8,54
Provinsi Sumatera Barat 4,35 4,18 7,42 3,91 6,80
Provinsi Riau 11.40 5,50 16,14 11,11 13,38
Provinsi Jambi 13,16 9,60 13,48 9,18 11,67
Provinsi Sumatera Selatan 10,28 9,48 9,72 3,62 12,88
Provinsi Bengkulu 5,63 4,87 10,72 9,08 10,94
Provinsi Lampung 4,68 4,83 9,47 3,90 12,13
Provinsi Kep. Bangka Belitung 9,77 9,35 12,47 4,25 6,71
Provinsi Kep. Riau 4,41 4,11 5,26 3,60 5,80
Provinsi DKI Jakarta 14,94 13,21 18,51 10,36 15,85
Provinsi Jawa Barat 14,75 14,63 12,62 5,10 9,55
Provinsi Jawa Tengah 18,60 12,08 16,36 19,28 15,13
Provinsi D.I. Yogyakarta 13,80 13,14 21,03 9,40 17,27
Provinsi Jawa Timur 8,23 8,27 14,28 7,83 11,52
Provinsi Banten 13,65 13,56 10,14 4,12 10,70
Provinsi Bali 13,19 13,44 10,98 3,78 7,37
Provinsi Nusa Tenggara Barat 9,58 10,16 13,33 2,35 5,51
Provinsi Nusa Tenggara Timur 8,48 9,29 6,56 7,31 3,97
Provinsi Kalimantan Barat 10,67 10,62 14,76 10,48 13,36
Provinsi Kalimantan Tengah 10,67 10,11 13,93 10,52 12,33
Provinsi Kalimantan Utara 3,95 10,89 14,68 13.07 13,61
Provinsi Kalimantan Selatan 7,20 8,58 14,20 5,81 16,16
Provinsi Kalimantan Timur 7,64 4,92 8,71 5,03 7,63
Provinsi Sulawesi Utara 9,98 8,72 6,12 2,33 4,06
Provinsi Sulawesi Tengah 10.06 9,39 14,25 10.41 11.07
Provinsi Sulawesi Selatan 5,09 5,28 7,71 2,58 5,84
Provinsi Sulawesi Tenggara 3,35 3,84 7,46 3,38 3,51
Provinsi Gorontalo 8,11 2,63 8,23 5,77 2,99
Provinsi Sulawesi Barat 2,70 2,57 6,45 3,32 4,12
Provinsi Maluku 1,92 2,18 7,43 2,49 3,54
Provinsi Maluku Utara 9,12 7,86 7,24 3,07 3,54
Provinsi Papua 13,09 14,01 18,23 16,16 13,90
Provinsi Papua Barat 14,39 14,39 13,77 14,81 12,09
Pembahasan

Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018-2022

Hasil pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah sebagaimana disajikan dalam
Tabel 10, menunjukkan kondisi keuangan yang bervariasi. Hampir seluruh pemerintah
daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan kondisi keuangan yang
fluktuatif dalam rentang waktu tertentu. Artinya, pemerintah daerah provinsi di Indonesia
sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 belum menunjukkan peningkatan yang konsisten.
Selain inkonsistensi, sebagian besar pemerintah daerah menunjukkan penurunan kondisi
keuangan pada tahun 2022. Penyebab terjadinya inkonsistensi dan penurunan tersebut
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sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, temuan ini membuktikan bahwa setiap
pemerintah daerah memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda yang
menyebabkan kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah juga berbeda-beda
(Nirwana dkk., 2023; Ritonga, 2024).

Dampak Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah kami lakukan sebagaimana disajikan dalam
Tabel 9, bahwa hanya satu dimensi pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah
yaitu Fleksibilitas Keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Tiga dimensi berikutnya yang terdiri dari kemandirian keuangan, solvabilitas
jangka pendek, dan solvabilitas operasional tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, dua dimensi berpengaruh negatif signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat, yaitu Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Tingkat
Layanan. Temuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pengaruh Solvabilitas Jangka Pendek terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis pertama yang diajukan adalah terdapat pengaruh negatif antara Solvabilitas
Jangka Pendek terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, hasil uji hipotesis
menunjukkan bahwa Solvabilitas Jangka Pendek tidak mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2018-2022, pemerintah
provinsi di Indonesia masih belum optimal dalam pengelolaan kas karena Solvabilitas
Jangka Pendek digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam
pengelolaan kas (Ritonga, 2014b). Pernyataan ini didasarkan pada nilai kas dan setara
kasnya tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ketika menghadapi kewajiban
lancar. Penyebab belum optimalnya pengelolaan kas tercermin dari hasil analisis
solvabilitas jangka pendek yang menunjukkan bahwa kas yang tersedia di sebagian besar
pemerintah daerah masih terlalu banyak. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kemampuan pemerintah daerah untuk
membayar utang jangka pendek (short-term solvency) tidak relevan secara statistik
terhadap kesejahteraan (Cuadrado-Ballesteros dkk., 2019b). Selain itu, temuan ini juga
sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa Solvabilitas jangka pendek tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap financial distress, yang berkaitan dengan kesejahteraan
masyarakat (Nashrullah & Khomsiyah, 2024).

Pengaruh Solvabilitas Jangka Panjang terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kedua yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara Solvabilitas Jangka
Panjang terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil temuan tersebut bertentangan
dengan hipotesis yang diajukan bahwa solvabilitas jangka panjang berpengaruh negatif
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang lebih
mendalam terhadap data dimensi Solvabilitas Jangka Panjang, ditemukan bahwa
sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia pada rentang tahun 2018-2022 memiliki
kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo hampir di setiap tahun anggaran. Hal ini
memperburuk kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga dkk., 2019). Sebagian besar
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pemerintah daerah harus menanggung kewajiban jangka panjang, padahal kewajiban
tersebut disebabkan oleh upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakatnya.
Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa skala utang
pemerintah daerah yang berlebihan menimbulkan efek crowding-out pada ekonomi riil,
yang berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Z.
Tang, 2022). Selain itu, peningkatan utang justru menurunkan kesejahteraan sosial (M.
Wang, 2024). Menghadapi hal tersebut, pemerintah harus lebih memperhatikan
Solvabilitas Jangka Panjang disamping mengoptimalkan pelayanan publik, karena
masyarakat memiliki anggapan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah akan
tetap terjaga tanpa memperdulikan kondisi keuangan pemerintah daerah. (Park dkk.,
2022; B. Tang, 2018). Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap
keberlangsungan pemerintah daerah. Temuan ini menarik dan perlu dikaji lebih lanjut,
salah satu caranya adalah dengan mengetahui perbedaan pengaruh antara pemerintah
daerah yang memiliki kewajiban jangka panjang karena kesejahteraan masyarakat
dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah kemandirian keuangan berpengaruh positif
terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sebagai
negara berkembang, Indonesia memiliki pemerintah daerah yang masih mengandalkan
pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang relatif besar untuk menyediakan barang
dan jasa dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh total pendapatan yang belum
memadai. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum mandiri
secara keuangan. Hal ini sangat mempengaruhi nilai Kemandirian Keuangan karena
semakin mandiri pemerintah daerah dalam aspek keuangan, maka seharusnya sumber
daya keuangan yang dimiliki semakin memadai untuk menyediakan barang dan jasa
publik, yang tentunya menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Temuan ini menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan pada tahun 2018-
2022 tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan
hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan positif kesejahteraan
masyarakat lebih banyak bergantung pada dana transfer, bukan pada kemandirian
keuangan daerah karena kemandirian keuangan pemerintah di Indonesia masih rendah
(Allifia Azzahra dkk., 2024). Selain itu, terdapat hasil penelitian lain yang menyatakan
bahwa efektivitas pendapatan asli daerah (indikator kemandirian keuangan) tidak
berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh
kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Honggara & Jamaluddin, 2024).

Pengaruh Fleksibilitas Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keempat adalah adanya hubungan positif antara Fleksibilitas Keuangan dengan
Kesejahteraan Masyarakat. Hipotesis ini dibuktikan dengan hasil temuan penelitian ini.
Hasil temuan tersebut membuktikan bahwa kapasitas pemerintah daerah baik dalam
meningkatkan komitmen melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan
kapasitas utang, memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
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Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa total pendapatan yang
dihimpun pemerintah daerah dapat dikelola secara efektif untuk menyediakan kebutuhan
dasar masyarakat setelah dikurangi dana alokasi khusus apabila dihadapkan dengan total
kewajiban yang ditambah dengan belanja pegawai. Argumen ini sejalan dengan teori
supply and demand bahwa dalam konteks penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat,
dari sisi supply, pemerintah dituntut untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas dasar
sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dituntut melalui sisi demand
untuk meningkatkan taraf kesejahteraan (Meng dkk., 2023). Temuan ini didukung oleh
hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan yang optimal
meningkatkan kinerja berkelanjutan, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan
ekonomi (Sheng & An, 2024). Fleksibilitas keuangan juga memampukan organisasi
mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan
(An dkk., 2025). Selain itu, temuan lain juga menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan
membantu organisasi beradaptasi dan berinovasi, mendukung keberlanjutan dan
kesejahteraan jangka panjang (Hao dkk., 2022).

Pengaruh Solvabilitas Operasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kelima adalah adanya hubungan positif antara Solvabilitas Operasional dengan
Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara solvabilitas operasional dengan kesejahteraan masyarakat. Kami
menganalisis data solvabilitas operasional dan memperoleh data yang menunjukkan
bahwa hampir seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada periode 2018-2022
memiliki rasio solvabilitas operasional kurang dari satu. Artinya beban operasional yang
ditanggung untuk memenuhi permintaan masyarakat lebih besar daripada kemampuan
menghimpun pendapatan di luar dana alokasi khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk
program prioritas nasional (Ministry of Finance, 2003). Temuan ini sejalan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti langsung bahwa
solvabilitas operasional secara otomatis meningkatkan kesejahteraan
masyarakat(Bisogno dkk., 2019; Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Kondisi seperti ini
kemungkinan besar menunjukkan bahwa inefisiensi yang disebabkan oleh pelayanan
publik masih dilakukan secara monopoli. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah
disarankan untuk bekerja sama dengan NPO untuk menyediakan barang dan jasa publik
karena kondisi keuangan mereka cenderung belum memadai (Park dkk., 2022; B. Tang,
2018).

Pengaruh Solvabilitas Tingkat Layanan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keenam adalah bahwa terdapat hubungan positif antara Solvabilitas Tingkat
Layanan dan Kesejahteraan Publik. Temuan dalam penelitian ini berbanding terbalik;
yaitu, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara solvabilitas tingkat layanan dan
kesejahteraan publik. Kami melakukan telaah pustaka yang lebih mendalam terkait
dengan temuan kami. Kami menemukan dua fakta utama yang menjadi dasar argumen
kami. Pertama, kemungkinan indikator-indikator yang digunakan dalam regulasi yang kita
rujuk bukanlah indikator yang paling konservatif karena sebelum diformalkan dalam
regulasi, indikator yang digunakan lebih dari satu (lihat Ritonga, 2014b). Pernyataan ini
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didukung oleh ketidakkonsistenan hasil pengukuran jika menggunakan indikator lain (lihat
Ritonga, 2014a). Dengan demikian, pada penelitian selanjutnya diperlukan pengukuran
dengan menggunakan indikator lain. Pengukuran ini penting karena tidak menutup
kemungkinan regulasi tersebut perlu direvisi. Kedua, permasalahan kependudukan.
Belum ada regulasi yang mempertimbangkan jumlah penduduk di Indonesia dalam
perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah (Ritonga &
Buanaputra, 2022). Regulasi ini penting karena jumlah penduduk berhubungan negatif
signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin tinggi
jumlah penduduk maka semakin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah karena
beban yang ditanggung untuk memenuhi permintaan masyarakat semakin tinggi (Ritonga
dkk., 2019). Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa beberapa penelitian pada
program pertanian di Ethiopia, misalnya, menemukan bahwa peningkatan aset per kapita
tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan atau konsumsi, sehingga dampak pada
kesejahteraan bisa terbatas jika tidak didukung faktor lain seperti akses pasar dan
program pendukung (Teka & Lee, 2020). Selain itu, hasil penelitian lain juga menyatakan
bahwa solvabilitas layanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika investasi
dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Namun, tanpa perencanaan dan
pemanfaatan yang tepat, peningkatan aset tetap belum tentu berdampak signifikan pada
kesejahteraan (Zhukov dkk., 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menyajikan data mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah
provinsi di Indonesia. Kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada
kurun waktu 2018-2022 sangat bervariasi. Sebagian besar kondisi keuangan pemerintah
daerah pada kurun waktu tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022. Selain itu,
seluruh kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia belum menunjukkan
konsistensi atau perbaikan yang konsisten. Berdasarkan analisis data panel yang kami
lakukan, kami juga berhasil mengidentifikasi bahwa hanya satu indikator kondisi
keuangan pemerintah daerah yang terbukti memiliki hubungan positif yang signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu indikator fleksibilitas keuangan. Dua indikator
terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,
yaitu indikator solvabilitas jangka panjang dan indikator solvabilitas tingkat layanan.
Selain itu, indikator kemandirian keuangan, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas
operasional tidak memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memberikan dua implikasi utama baik secara teoritis maupun praktis.
Pertama, implikasi teoritis dari penelitian ini ialah mengisi kekosongan literatur terkait
pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat. Kedua, Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengusulkan peninjauan kembali model
pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah.
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Meskipun representatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia,
penelitian ini terbatas pada jenis pemerintah provinsi di Indonesia. Menurut hemat kami,
selain pemerintah provinsi, jenis pemerintah kabupaten dan kota tidak dapat diuji secara
bersamaan untuk mewakili satu negara karena perbedaan jenis pemerintahan. Oleh
karena itu, kami membuka kesempatan diskusi seluas-luasnya bagi peneliti lain apabila
memiliki wawasan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum dilanjutkan dengan
melakukan uji diferensial pada cluster referensi yang sama dengan penambahan kriteria
tambahan yang dianggap perlu berdasarkan temuan yang kami peroleh. Hal ini karena
tujuan penelitian kami dalam penelitian ini telah tercapai, meskipun hasilnya menambah
keingintahuan kami untuk menghasilkan pengukuran yang lebih tepat tentang kondisi
keuangan pemerintah daerah dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam studi berikutnya, kami sarankan melakukan uji diferensial pada klaster referensi
yang sama dengan kriteria tambahan yang diperoleh dalam studi ini.
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